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ABSTRACT (in English)
Problem/Background (GAP): COVID-19 first appeared in Wuhan, China at the end of 2019. This is a problem that is now happening in all countries without exception. Indonesia is one of the countries affected by the pandemic. Currently, Makassar is a red zone and the case rate is very high. The Makassar City Government carries out all regulations in order to suppress the spread of COVID-19. In this case, the Civil Service Police Unit is one of the local government apparatus as the enforcement of regional regulations or regional regulations. The Makassar city government has decided to establish a Crowd Breaking Task Force (Satgas Raika) which will be carried out by the Civil Service Police Unit. Objective: Based on this, the researcher is interested in conducting research to determine the implementation of the civil service police unit as a crowd-degrading task force (Satgas Raika) in realizing social adaptation during the COVID-19 Pandemic in Makassar City. Methods: This study was conducted to determine the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit as the Crowd Decompression Task Force in realizing social adaptation during the COVID-19 pandemic in Makassar City, to determine the inhibiting factors and efforts to overcome the inhibiting factors. The research method used is a qualitative approach with descriptive methods and inductive analysis. Data collection techniques are interviews, documentation, observation. The informants included the Head of the Civil Service Police Unit, the Secretary of the Makassar City Civil Service Police Unit, the Head of the Planning and Reporting Sub Division of the Makassar City Civil Service Police Unit, the Head of the Regional Regulation Enforcement Division of the Makassar City Civil Service Police Unit, members of the Civil Service Police Unit. Makassar City, and community representatives in Makassar City. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Results/findings: the authors found an important finding, namely that the Satpol PP who are members of the Raika Task Force are able to carry out their duties according to the criteria and aspects that have been set. Although there are still some obstacles found in the implementation. Conclusion: The results showed that the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit in the Crowd Decomposition Task Force was good. There are several obstacles in carrying out their duties both from internal factors and external factors. The efforts made by the Civil Service Police Unit in carrying out their duties are evaluating each activity and conducting socialization.
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Abstrak (in Bahasa)
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Hal ini menjadi masalah yang sekarang terjadi di seluruh negara tanpa terkecuali. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena pandemi tersebut  Saat ini Makassar menjadi zona merah dan tingkat kasus yang sangat tinggi. Pemerintah Daerah Kota Makassar menjalankan segala regulasi agar bisa menekan laju penyebaran COVID-19. Dalam hal ini,Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu perangkat pemerintah daerah sebagai penegak perda atau perkada. Pemerintah kota Makassar menetapkan keputusan dibentuknya Satuan Tugas Pengurai Kerumunan (Satgas Raika) yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan: Berdasarkan hal tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan satuan polisi pamong praja sebagai satuan tugas pengurai kerumunan (Satgas Raika) dalam mewujudkan adaptasi sosial pada masa Pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Metode: Penlitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Tugas Pengurai Kerumunan dalam mewujudkan adaptasi sosial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Makassar, untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya mengatasi faktor penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskiriptif dan analisis secara induktif.  Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, observasi. Adapun yang menjadi informan antara lain Kepala satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, dan Perwakilan masyarakat di Kota Makassar. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil/temuan: penulis menemukan temuan penting yaitu Satpol PP yang tergabung dalam Satgas Raika mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kriteria dan segi yang ditetapkan. Meskipun masih ada beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas Satuan polisi Pamong Praja dalam Satuan Tugas pengurai Kerumunan sudah sudah baik. Adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugasnya baik dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya adalah evaluasi setiap kegiatan dan melakukan sosialisasi.
Kata Kunci : COVID-19, Protokol Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Satgas Raika, Pelaksanaan
I. PENDAHULUAN (15-20%)
1.1. Latar Belakang
Pandemi COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan pada tahun 2019 dan makin lama menyebar ke seluruh dunia. Hal ini menjadi masalah yang sekarang terjadi di seluruh negara tanpa terkecuali. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena pandemi tersebut. Kasus pertama terjadi di daerah Depok, Jawa Barat. Saat itu hanya dua orang yang terjangkit virus tersebut dan langsung diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada tanggal 2 Maret 2020. Virus ini semakin lama semakin mengkhawatirkan yang dapat dilihat dari jumlah korban yang terjangkit virus semakin hari semakin bertambah sehingga pemerintah segera bertindak. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah membuat segala kebijakan demi mencegah penularan agar tidak meluas. Pemerintah membuat langkah awal dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pada tahun 2021 di masa sekarang pemerintah telah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat angka kasus COVID-19 yang tinggi. Kasus COVID-19 pertama terjadi di Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Maret 2020 yang disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 yaitu Achmad Yurianto. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, hari yang sama menyampaikan bahwa salah satu pasien COVID-19 telah meninggal dunia.
Kota Makassar merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang terkena COVID-19. Saat ini Makassar menjadi zona merah dan tingkat kasus yang sangat tinggi. Pada periode awal tahun 2021, kasus COVID-19 yang terjadi di makassar meningkat secara drastis mencapai 7.098 orang yang dinyatakan suspek positif dan terkonfirmasi sebesar 26.958 orang menurut data Gugus Penanganan COVID-19 pada tanggal 23 Februari 2021. Pasien yang sembuh bertambah sebanyak 24.845 orang dan yang meninggal telah menacapai 496 orang.
Upaya melaksanakan tindakan yang terjadi Kota Makassar, Pemerintah Daerah Kota Makassar menjalankan segala regulasi agar bisa menekan laju penyebaran COVID-19. Program Makassar Recover merupakan inovasi baru yang diciptakan oleh Walikota Makassar, Danny Pomanto. Program ini tercantum dalam Perwali Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover. Upaya agar menyukseskan program Makassar Recover yang telah tercantum dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2021 sesuai dalam ketentuan dan tujuan yang tercantum dalam peraturan, maka Pemerintah kota Makassar menetapkan keputusan dibentuknya Satuan Tugas Pengurai Kerumunan (Satgas Raika) dalam mendukung langkah adaptasi sosial yang tercantum dalam tujuan Makassar Recover. segala teknis pelaksanaan yang berlaku, ketentuan sebagaimana yang dicantumkan dalam surat keputusan tersebut diserahkan dan diatur oleh Ketua Satuan Tugas Pengurai Kerumunan yang dimana kepala satuan tugas dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Walikota Makassar juga menginstruksikan kepada satuan polisi pamong praja untuk bertugas sebagai satgas raika dan akan dibantu oleh instansi yang diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai satuan polisi pamong praja memiliki peranan penting dalam penegakan perda dan perkada. Termasuk  penegakan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover. Dalam menyukseskan perwali tersebut, Satgas Raika sangat berperan penting dalam tujuan adapatsi sosial.
1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)
Kota Makassar merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang terkena COVID-19. Saat ini Makassar menjadi zona merah dan tingkat kasus yang sangat tinggi. Pada periode awal tahun 2021, kasus COVID-19 yang terjadi di makassar meningkat secara drastis mencapai 7.098 orang yang dinyatakan suspek positif dan terkonfirmasi sebesar 26.958 orang menurut data Gugus Penanganan COVID-19 pada tanggal 23 Februari 2021. Pasien yang sembuh bertambah sebanyak 24.845 orang dan yang meninggal telah menacapai 496 orang. Upaya melaksanakan tindakan yang terjadi Kota Makassar, Pemerintah Daerah Kota Makassar menjalankan segala regulasi agar bisa menekan laju penyebaran COVID-19. Program Makassar Recover merupakan inovasi baru yang diciptakan oleh Walikota Makassar, Danny Pomanto. Program ini tercantum dalam Perwali Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover. Tentu dalam menegakkan Perwali Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover diperlukan adanya perangkat sebagai penegak peraturan tersebut.
Satpol PP Kota Makassar merupakan perangkat yang menegakkan peraturan tersebut dan siap menjadi garda terdepan dalam menjalankan amananh tersebut. Sebagai acuan dalam mewujudkan program perwali terebut Walikota Makassar membuat tim gugus yaitu Satuan Tugas Pengurai Kerumunan sebagai tim khusus yang bertujuan sebagai tim penertiban masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan. Satpol PP sebagai perangkat pemerintahan dalam bidang penertiban turut untuk ikut serta masuk kedalam tim khusus Satuan Tugas Pengurai Kerumunan agar mampu mewujudkan program Walikota Makassar sesuai yang tercantum dalam Perwali Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover.
1.3. Penelitian Terdahulu
Terdapat berbagai penelitian lain yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnnya dari metode penelitian yang digunakan hingga persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ditemukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Eka Suaib, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimaliasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yang mendapatkan hasil bahwa Satpol PP Provinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sejak awal menyebarnya virus ini, optimalisasi peran Satpol PP dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung dilihat berdasarkan peran dimensi yang diungkapkan oleh Santosa (2003) yaitu peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Lampung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi penyebaran COVID-19 telah dilaksanakan secara optimal
1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah
Peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Tugas Pengurai Kerumunan dalam mewujudkan adptasi sosial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Makassar, dimana peneliti akan menganalisis dan meneliti bagaimana pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Tugas Pengurai Kerumunan di Kota Makassar.
1.5. Tujuan
Tujuannya adalah untuk mengetahui Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Tugas Pengurai Kerumunan dalam mewujudkan adptasi sosial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Tugas Pengurai Kerumunan di Kota Makassar serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Tugas Pengurai Kerumunan di Kota Makassar.
II. METODE (5-10%)
Menganai actuating meruapakan bagaimana seorang manajer menggerakkan anggotanya yang ada. Hal ini termasuk dalam pengorganisasian, komunikasi, disiplin, dan kepemimpinan yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Dalam pelaksanaan ada enam faktor yang mendukung keberhasilan dari actuating menurut Sukarna (2011:82) yaitu kepemimpinan, sikap dan moril, komunikasi, pendorong, supervisi, disiplin. Dalam penelitian ini penulis akan mengunakan enam faktor sebagai dimensi dalam penelitian ini agar menjadi pedoman dalam mengukur keberhasilan dari penelitian ini karena penelitian menekankan kepada arah manajemen dalam pengukuran keberhasilan kinerja yang akan diteliti.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)
Wilayah Kota Makassar diambil oleh peneliti sebagai wadah dan lingkungan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Tugas Pengurai Kerumunan dalam mewujudkan adptasi sosial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Makassar.
3.1. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Sebaga Satuan Tugas Pengurai Kerumunan (SATGAS RAIKA) dalam Mewujudkan Adaptasi Sosial pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Makassar
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegak Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Salah satu fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover, Pemerintahan Kota Makassar yang memiliki wewenang yaitu walikota membentuk suatu Satuan Tugas atau Satgas yaitu Satuan Tugas Pengurai Kerumunan yang bertugas untuk menegakkan protokol kesehatan yang anggota Satgas tersebut diambil langsung dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang dibantu oleh TNI dan POLRI yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1160/331.1.05/Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengurai Kerumunan Kota Makassar.
3.1.1. Kepemimpinan
Kepemimipinan merupakan fungsi dari manajemen yang melibatkan penggunaan pengaruh untuk motivasi anggota dalam meraih sasaran atau tujuan dari suatu organisasi. Pimpinan berperan dalam mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan berpengaruh terhadap program yang akan dijalankan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar selaku pimpinan tertinggi di Satuan Polisi Pamong Praja memberlakukan beberapa kebijakan atau strategi yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas para anggotanya dalam meningkatkan kualitas kinerja serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. unsur pimpinan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar mempunyai karakteristik in the field leadership style dan integrity yang dimana pimpinan mampu untuk bekerja sempurna di lapangan dengan harapan tercapainya suatu tujuan serta memiliki sikap berintegritas untuk selalu menaati aturan yang dibuat oleh pimpinan untuk mensukseskan suatu program.
3.1.2. Sikap dan Moril
sikap dan moril sebagai penjamin dari suatu pelaksanaan program, paling tidak sebagai pembantu agar perbuatan itu dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan dalam kondisi baik, perlu disertai sikap dan tingkah laku yang dibawakan oleh orang yang bersangkutan. Sikap yang harus ditampilkan salah satunya adalah sikap humanis. Satuan polisi Pamong Praja yang tergabung oleh Satgas Raika telah diberi instruksi langsung oleh Walikota Makassar mengenai sikap yang harus ditunjukkan oleh petugas. Instruksi ini diberikan kepada anggota dikarenakan sebagai orang terdepan dalam penegakan hukum ketertiban kota Makassar cara yang paling strategis dilakukan yaitu komunikasi. Maka dari itu pentingnya bersikap humanis dalam menjalankan tugas di lapangan agar masyarakat dapat menerima dengan baik segala apa yang diperbuat oleh petugas mengenai penegakan protokol kesehatan.
3.1.3. Komunikasi
Interaksi antar perilaku implementor menandakan bahwa komunikasi dilakukan antar perilaku yang saling membutuhkan. Komunikasi juga sangat penting sebagai proses pemindahan suatu infromasi, ide, pengertian dari seseorang ke orang lain untuk menginterprestasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Interaksi dan koordinasi yang dilakukan akan memberikan sebuah pemahaman dari Satgas Raika kepada masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya adaptasi sosial di Kota Makassar. Hal tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah tingkat keberhasilan dalam menurunkan angka kasus COVID-19 yang terjadi sehingga kedepannya ketat aturan protokol kesehatan dapat dilonggarkan jika pencapaian tersebut berhasil.
3.1.4. Pendorong
Sukarna (2012) menyampaikan pelaksanaan suatu program mempunyai dimensi pendorong. Dimana dimensi pendorong ini yang menjadikan latar belakang dari pelaksanaan tugas dan pneyokong dari keberhasilan pelaksanaan suatu program. Adapun indikator dari pendorong sendiri adalah pemberian motivasi dan fasilitas. faslitas yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar disediakan oleh Pemerintah Kota Makassar yang dibebankan oleh APBD Kota Makassar. Fasilitas yang digunakan oleh Satpol PP juga merupakan sebagai pendukung dalam operasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pengurai Kerumunan. Anggaran memilki peran sebagai penyokong keberhasilan kegiatan Satgas Raika. Anggaran nantinya akan digunakan sebagai alat untuk kegiatan operasional seperti pembelian perangkat pendukung, pembelian bahan bakar kendaraan, Persediaan makanan, dan hal-hal yang tak terduga.
3.1.5. Supervisi
Supervisi merupakan aktivitas pengurusan dalam tingkatan organisasi dimana anggota dan bukan anggota dalam suatu manajemen saling berkaitan secara langsung. Evaluasi selalu dilakukan guna mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan suatu program. Frekuensi kegiatan menjadi salah satu bahan evaluasi dari Pelaksanaan yang dilakukan Satpol PP dalam Satgas Raika. Kegiatan yang dilakukan menjadi indikator dari suksesnya memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat untuk selalu meningkatakan protokol kesehatan.
3.1.6. Disiplin
Patuhnya personil menjadi indikator penting dalam dimensi disiplin. Tanpa disiplin semua program yang sudah direncanakan akan berjalan tidak sesuai atau seperti kehilangan arah. Patuhnya personil bisa didapatkan melalui membentuk ketaatan dan meningkatkat kualitas SDM. Pembinaan terhadap sumber daya manusia sendiri sangat menentukan jalan tertibnya kegiatan operasional di lapangan. Hal tersebut akan mempengaruhi jalannya sesuatu kegiatan karena di lapangan akan terasa hasilnya dan sangat berbeda dengan apa yang didapat dalam pembinaan. Pembinaan perlu dilakukan guna meningkatkan kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan masa. . Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota khususnya petugas yang bekerja di lapangan biasa dibantu oleh pihak POLRI. Pembinaan tersebut bisa berupa pembinaan fisik ataupun pembinaan etika. Tidak lupa juga anggota mendapatkan pembinaan langsung oleh pemeriintahan provinsi yang dimana Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan ikut serta dalam pembinaan anggota. Disamping itu, pemninaan terhadap pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapatkan pembinaan. Pembinaan terhadap pejabat struktural salah satunya adalahg mengikuti diklat PIM. Dengan mengikuti diklat PIM pejabat struktural mampu sebagai contoh bagi anggota dalam memimpin bawahannya serta mampu mengatasi segala kelemahan-kelamahan yang dimiliki oleh petugas.
3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satgas Raika dalam Mewujudkan Adaptasi Sosial pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Makassar
Dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan bisa dikatakan tidaklah mudah. Dinamika dalam Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri dan dinamika dalam masyarakat membuat pelaksanaan tugas dalam penegakan perda dan kepala daerah yang meliputi penagakan protokol kesehatan dalam wujud mensukseskan Makassar Recover pada bidang adaptasi sosial dalam pencegahan COVID-19 mengalami beberapa kendala antara lain:
1. Faktor Internal
Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengurai Kerumunan dalam menegakan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover sebagai wujud dari adaptasi sosial dalam pencegahan COVID-19  tidak hanya terdapat kendala pada masyarakat sebagai objek yang ditertibkan tetapi juga kendala terdapat juga pada instansi yang menegakan peraturan. Dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja itu memiliki kendala yang dialami. Adapun faktor-faktor internal antara lain terbatasnya sarana dan prasarana serta keterbatasan aggaran operasional.
2. Faktor Eksternal
Dalam pelaksanaan penegakan suatu kebijakan dalam hal ini penegakan protokol kesehatan yaitu Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 tentang Makassar Recover juga terdapat faktor dari luar seperti masyarakat itu sendiri sebagai objek penertiban. Hambatan tersebut antara lain masyarakat tidak percaya lagi COVID-19 dan masyarakat yang tidak terima pada pelaksanaan penertiban.
3.3. Upaya untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satgas Raika dalam Mewujudkan Adaptasi Sosial pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Makassar
Setiap penegakan suatu kebijakan pasti selalu ada hambatan yang terjadi. Satuan Polisi Pamong Praja selalu melakukan yang terbaik dalam setiap tugasnya tetapi masih terdapat hambatan sehingga perlu adanya tindakan lanjut agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan dapat meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja khususnya yang tergabung dalam Satuan Tugas pengurai Kerumunan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain diperlukan evaluasi di setiap kegiatan agar menjadi bekal untuk kedepannya agar pelaksanaan bisa semakin membaik dan melaksanakan sosialisasi untuk membantu masyarakat agar terus meingkatkan protokol kesehatan.
3.4. Diskusi temuan Utama Penelitian
Pelaksanaan program Satgas Raika yang dilkaukan oleh Satpol PP sangat penting bagi penertiban Kota Makassar dalam hal protokol kesehatan. Dalam hal ini penulis menemukan temuan penting yaitu Satpol PP yang tergabung dalam Satgas Raika mampu menjalankan tugasnya dengan baik yang bisa dilihat dari segi kepemimpinan di lapangan, sikap humanis yang ditunjukkan oleh petugas, interaksi dan koordinasi, sarana dan prasaranan yang diperoleh dari Satpol PP kota Makassar, evaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, serta kualitas petugas yang baik
3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)
[bookmark: _GoBack]Penulis menemukan faktor penghambat pelaksanaan Satpol PP dalam Satgas Raika yaitu keterbatasan sarana dan prasarana,  keterbatasan aggaran operasional, masyarakat tidak percaya lagi COVID-19 dan dan masyarakat yang tidak terima pada pelaksanaan penertiban.
IV. KESIMPULAN (5-10%)
Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis dan wawancara yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan magang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan tugas Satuan polisi Pamong Praja dalam Satuan Tugas pengurai Kerumunan sudah sudah baik sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, karena secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengurai Kerumunan dalam menegakan Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover memilki hambatan terhadapm pelaksanaannya. Adapun hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya antara lain :
a) Faktor Internal yaitu terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran operasional
b) Faktor Eksternal yaitu masyarakat tidak percaya dengan COVID-19 dan masyarakat yang tidak terima dengan pelaksanaan penertiban
3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja khusunya dalam Satuan Tugas Pengurai Kerumunan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam penegakan protokol kesehatan yaitu evaluasi setiap kegiatan dan melakukan sosialisasi.
Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.
Arah Masa Depan penelitian (Future Work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja untuk menemukan hasil yang mendalam.
V. Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Satpol PP Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
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